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BAB IV 

BERANI KEPADA SUAMI MENURUT HUKUM ISLAM 

A. Analisis Sikap Berani Kepada Suami Sebagai Pertimbangan Hakim Memutus 

Cerai 

Perkawinan merupakan suatu hal untuk menghalalkan hubungan 

antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan juga bisa disebut dengan ikatan 

yang suci yang didalamnya dibangun oleh rasa cinta dan kasih sayang antara 

laki-laki dan perempuan dalam kaitannya menjalin hubungan suami istri 

dengan tujuan, memperoleh keturunan yang sah serta membentuk keluarga 

yang sakinah mawaddah dan warahmah. Kebalikan dari perkawinan adalah 

perceraian. Perceraian merupakan putusnya perkawinan atau berakhirnya 

suatu ikatan antara suami istri yang diakibatkan karena hal-hal tertentu.  

Apabila suatu masalah memang sudah tidak bisa diselesaikan, begitu 

juga rasa cinta yang menghilang dan tidak ada lagi rasa kasih sayang antara 

suami istri, maka Islam memberi jalan keluar yang mana ini merupakan jalan 

terakhir yaitu perceraian. Sebagai perkara yang diperbolehkan akan tetapi 

merupakan hal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Perceraian tidak boleh 

dilakukan secara sembarangan. 

Selain itu dalam hukum Islam juga dijelaskan bahwa seorang lelaki 

harus menikahi, menggauli dan menceraikan istri mereka dengan cara-cara 

yang baik. Dalam hal ini dapat disesuaikan dalam beberapa ayat al-Quran 

yang salah satunya adalah: 
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                     

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi 
dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...” (QS. Al-
Baqarah: 229)1 

Alasan-alasan perceraian terbilang sangat banyak salah satunya 

adalah perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin 

untuk didamaikan. Begitu juga dalam perselisihan ini sangat banyak karena 

disebabkan karena hak dan kewajiban salah satu atau keduanya yang tidak 

terpenuhi antara lain meninggalkan rumah tanpa izin suami, tidak melayani 

suami sebagaimana yang semestinya, tidak mau memasak, tidak mau 

melayani anak dan berani kepada suami.  

Berani kepada suami dalam bukunya Tihami, yaitu seorang istri dapat 

dikategorikan berani kepada suami jika istri melakukan suatu perbuatan 

menentang suami tanpa adanya alasan yang dapat diterima oleh syarak, yang 

artinya jika seorang istri ketika diperintah ataupun diberitahu oleh suami,  

istri tersebut membantah tanpa ada alasan yang jelas. Selain itu apabila istri 

berani berteriak ataupun meninggikan suara dengan mengucapkan kata-kata 

kotor kepada suaminya maka ini merupakan aib dan dapat dikatakan nusyuz.2 

Pendapat lain diutarakan oleh Al-Nawawi yang merupakan salah 

seorang ulama pengikut madzhab Syafi’i mengungkapkan bahwa istri dapat 

dikatakan berani kepada suami apabila istri tersebut meninggalkan suaminya 

tanpa seizin suami.  

                                                           
1
Depag RI, Al-Quran Terjemahan Indonesia,...65. 

2
 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakaha,...185. 



64 
 

 
 

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa manakala istri keluar dari rumah 

suaminya tanpa adanya alasan yang jelas dan benar perbuatan tersebut dapat 

dihukumi nusyuz. Namun ulama lain berbeda pendapat bahwa istri dapat 

dikatakan nusyuz ketika istri keluar dari ketaatan yang wajib kepada 

suaminya. 

Istri meninggalkan suami atau pergi tanpa izin suami dapat 

digolongkan wanita yang tidak baik karena istri yang baik adalah istri yang 

mau menghormati pemimpinnya (suaminya). Pemimpin dalam rumah tangga 

dalam Islam adalah suami bukan istri karena suami mempunyai kedudukan 

setingkat lebih tinggi dari istrinya. Jadi sudah sewajarnya istri berkewajiban 

untuk taat pada suaminya selama suami menyuruh dalam kebaikan bukan 

suatu kemaksiatan. 

Selain itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang aturan mengenai 

persoalan nusyuz ini dipersempit hanya pada nusyuznya istri saja serta akibat 

hukum yang ditimbulkannya. berangkat dari ketentuan awal tentang 

kewajiban bagi istri yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangga kewajiban 

utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam 

batas-batas yang mana telah dibenarkan oleh Hukum Islam.  

istri dikatakan nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam hak suami terhadap istri. Walaupun 

dalam masalah menentukan ada atau tidak adanya nusyuz istri tersebut 
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menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) harus di dasarkan atas bukti yang 

sah. 

Dengan adanya permasalahan yang timbul maka masalah tersebut 

harus diputus sehingga keputusan Majelis Hakim dalam Peradilan Islam tidak 

lepas dari beberapa hal yang mana hal tersebut adalah sumber hukum Islam. 

Dalam hal ini Majelis Hakim menjadikan dasar surah al-Baqarah ayat 277 

yang berbunyi: 

                      

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka 
Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. Al-
Baqarah: 227) 
 

Selain itu Majelis Hakim dalam menimbang putusan nomer 

4403/pdt.G/2014/PA. Sby menggunakan pendapat ahli hukum Islam yang 

termaktub dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang intinya adalah 

apabila Termohon enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui 

tempat kediamannya maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan 

pada bukti-bukti (persaksian). 

Dari kedua sumber tersebut meyakinkan Majelis Hakim untuk 

memutus perkara tersebut secara verstek karena salah satu tidak hadir dalam 

persidangan dan sudah dipanggil secara patut. Selain itu keadaan suami istri 

tersebut sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanyalah sikap 

permusuhan dan saling membenci maka hukum perceraian yang awal mula 
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dilarang menjadi dibolehkan. Hal ini senada dengan pendapat yang tertuang 

dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55. 

Alasan lain mengemukakan bahwa Majelis Hakim juga 

mempertimbangkan alasan-alasan yuridis yaitu terkaitnya ketertiban 

pencatatan perceraian sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 84 

Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah 

dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 

2009. 

Setelah memahami paparan diatas peneliti menjadi lebih  faham arti 

pentingnya mengetahui kata, susunan kata dan pilihan kata (diksi) dalam 

sebuah pertimbangan Hakim. Dalam putusan No 4403/Pdt.G/2014/PA. Sby 

ialah berani diartikan secara umum sebagi maksud dari adanya perselisihan 

dalam keluarga hal ini tentu saja kurang tepat. 

Istilah berani menunjukkan sikap seseorang yang tidak patuh kepada 

perintah atasannya atau tidak mau menjalankan intruksi yang diberikan 

kepada orang yang dimaksud, dengan kata lain sikap seorang istri yang berani 

kepada suami membuktikan istri tersebut tidak mau melakukan 

kewajibannya kepada suami sebagaimana yang semestinya. Hal lain yang 

dapat dipahami dari istilah ‘berani’ ialah sikap yang menunjukkan kepada 

suatu hal diluar batas kewajaran. 

Beberapa contoh dari sikap beraninya istri terhadap suami antara lain, 

tidak patuhnya istri atas perintah suami, sikap istri yang tidak peduli pada 
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suami, dan sikap istri yang enggan memenuhi kewajiban dalam rumah 

tangga. 

Suami dan istri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang sudah 

selayaknya dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Hak suami merupakan 

kewajiban sebagai istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi 

istri. Kewajiban istri terhadap suami antara lain menggauli suami secara 

layak sesuai dengan kodratnya, memberikan rasa tenang dalam rumah tangga 

harusnya kepada suami dan anak-anaknya, memberikan rasa cinta dan kasih 

sayang sepenuhnya kepada suami dan anak-anaknya serta taat dan patuh pada 

suami selama tidak menyuruhnya perbuatan maksiat. 

Hak istri dapat dilihat dari bagaimana dari seorang suami 

memperlakukannya, antara lain hak mendapatkan nafkah lahir maupun batin, 

hak mendapatkan kasih sayang dan cinta yang tulus dari seorang suami, hak 

memperoleh kenyamanan dan perlindungan dari suami serta hak saling 

mewarisi bila terjadi kematian. 

Substansinya adalah istilah berani tidak bisa diartikan secara bahasa 

saja melainkan harus di definisikan menurut arti sosiologi dan psikologinya 

dengan demikian seorang akademisi hukum bahkan Hakim sekalipun tidak 

menjadi bingung atas kata berani yang disematkan atau menjadi alasan 

pemohon untuk menceraikan istrinya. 

Menurut peneliti istilah berani tidak bisa muncul dengan sendirinya, 

akan tetapi sikap berani dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, 

pertama,  kurangnya pengetahuan istri terhadap cara membina rumah tangga 
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dengan baik, kedua, sifat egois dan keras kepala yang ada pada diri seorang 

istri sehingga rentan mengakibatkan hal-hal yang negatif, tiga, kondisi 

mental seorang istri dimana istri tersebut terkesan belum siap untuk hidup 

berumah tangga, Keempat, adanya sikap kekanak-kanakan yang masih 

dominan pada diri seorang istri, kelima, suami terlalu memanjakan istri 

sehingga istri tersebut mudah sensitif apabila muncul hal-hal yang tidak 

disukai dari diri suaminya. 

 

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Memutus Cerai Talak 

dalam Perkara Nomor 4403/Pdt.G/2014/Pa.Sby. 

Perkara dengan Nomor 4403/Pdt.G/2014/PA.SBY berdasarkan 

kronologi masalah tersebut yang mana awal mula kehidupan rumah tangga 

antara termohon dan termohon rukun dan harmonis akan tetapi seiring 

berjalannya waktu rumah tangga tersbut mulai goyah yaitu sejak tahun 2011 

yang mana pada saat itu sering terjadi perselisihan secara terus menerus yang 

sulit untuk didamaikan dikarenakan istri berani kepada suami, sering keluar 

rumah tanpa adanya izin dari suami dan juga sering menginap diluar rumah. 

Serta istri juga tidak bisa menjadi istri yang baik karena tidak mau memasak 

dan tidak mau mencuci serta tidak bisa melayani suami dirumah. 

Termohon juga suka ganti-ganti pacar (PIL) dan pernah dikenalkan 

juga kepada Pemohon. Namun pada saat itu seperti yang di jelaskan di atas 

bahwa pemohon dan termohon sudah tidak serumah lagi atau pisah tempat 

tinggal mulai bulan juni 2014 sekitar tiga bulanan pada saat itu juga 
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Termohon telah meninggalkan Pemohon atau suaminya dan komunikasi juga 

antara Termohon dengan Pemohon tidak berjalan baik sehingga sering 

mengakibatkan kesalah pahaman dan pertengkaran secara terus menerus. 

Maka dari itu dapat dilihat yang mana perkara tersebut substansinya 

mengandung  suatu perselisihan antara suami istri. 

Pada saat itu suami juga berusaha untuk tetap rukun kembali tetapi 

tidak berhasil. Oleh karena itu pemohon sudah merasa mantap untuk 

menceraikan termohon dan mendaftarkan permohonan cerai tersebut ke 

Paniteraan Pengadilan Agama Surabaya. Dan perkawinan antara pemohon 

dengan termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga 

cukup alasan untuk diputus perceraiannya.  

Berdasarkan alasan tersebut maka pemohon meminta kepada 

Pengadilan Agama Surabaya untuk memanggil dan memeriksa pemohon dan 

termohon dan menjatuhkan putusan. Dalam hal ini putusan yang diingikan 

oleh pemohon yaitu mengabulkan permohonan cerai talak yang di ajukan 

pemohon dan juga mengizinkan pemohon mengucapkan talak satu raj’i 

kepada termohon.   

Berdasarkan pertimbangan Hakim bahwa persidangan telah 

ditentukan dan ditetapkan pemohon datang untuk menghadap dengan 

didampingi kuasa hukumnya akan tetapi termohon tidak datang menghadap 

di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil atau kuasanya tanpa adanya alsan yang dapat dibenarkan menurut 

hukum meskipun telah dipanggil secara patut. Dalam hal ini Majelis Hakim 
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juga telah berusaha menasehati pemohon untuk tidak bercerai dengan 

termohon akan tetapi tidak berhasil yang mana isinya tetap pada permohonan 

pemohon.3 

Berdasarkan fakta-fakta diatas telah menunjukan bahwa rumah tangga 

antara pemohon dengan termohon telah rusak sehingga tidak bisa 

diperetahankan lagi, karena sudah tidak adanya keinginan para pihak untuk 

melanjutkan perkawinan maka yang baik untuk keduanya adalah dengan 

perceraian. 

Pada dasarnya menurut ajaran hukum Islam bahwa perceraian 

merupakan suatu perbuatan yang dilarang namun jika dalam pasangan suami 

istri sudah tidak ada rasa saling cinta, tidak saling melengkapi namun yang 

ada hanyalah kebencian dan percekcokan dan sikap permusuhan sebagaimana 

yang dialami oleh pemohon dan termohon maka perceraian diperbolehkan. 

Sebagaimana dalam surat al-baqarah ayat 227: 

                      

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka 
Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. Al-
Baqarah: 227) 
 

Berdasarkan pertimbangan tersebut pemohon mempunyai alasan yang 

cukup dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah 9 tahun 

1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata 

                                                           
3
 Salinan Putusan PA Surabaya nomor: 4403/Pdt.G/2014/PA.Sby, 1-3. 
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permohonan pemohon tidak melawan hak dan termohon telah tidak hadir, 

oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek. 

Pendapat ahli hukum Islam dalam kitab al Anwar juz II halaman 55 

juga  dijadikan Majelis Hakim sebagai pendapat dalam putusan ini yaitu:  

   بالبينة ته إثبا جاز أوغيبة تعززبتعززأوتوارى فإن

Artinya: “Apabila ia (termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau 
tidak diketahui tempat kediamannya maka perkaranya boleh diputus dengan 
didasarkan pada bukti-bukti (persaksian)”. 
 

Majelis Hakim menyatakan bahwa termohon telah dipanggil secara 

patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak pernah hadir dan juga 

tidak mengirimkan wakilnya juga dan dengan tidak hadirnya termohon maka 

Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan putusan secara 

verstek dan juga memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak 

satu raj’i terhadap pemohon yang mana talak tersebut dilakukan dihadapan 

sidang Majelis Hak#im Pengadilan Agama Surabaya  

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari senin tanggal 20 oktober 

2014 Masehi. Bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1435 Hijriyah. Oleh 

kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. Suryawati Pasaribu, MH. 

Selaku Ketua Majelis, H. Khatim junaidi, SH, S.Ag, M,HI dan Drs. Abd. 

Rouf Abdullah, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu 

oleh Benedictus Indra Cristiyanto, SH. Sebagai Panitera Pengganti putusan 

yang mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum 
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dengan dihadiri oleh pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya tanpa 

hadirnya termohon.4 

Setiap perkara yang masuk dipengadilan tentu memiliki konsekuensi 

hukum yang ditimbulkannya, baik dilihat dari segi kondisi sosial Pemohon 

maupun prediksi kehidupan rumah tangga Pemohon kedepannya. Dalam hal 

ini Hakim harus menerima semua permohonan yang diajukan oleh Pemohon 

akan tetapi hanya beberapa alasan yang digunakan Hakim untuk mem 

pertimbangkan hukum dalam membuat putusan, alasan perceraian, ketidak 

cocokan dalam berumah tangga, ketidak selarasan dalam berkomunikasi dan 

lain sebagainya. 

Terkait putusan 4403/Pdt.G/2014/Pa.Sby merupakan contoh 

bagimana Majelis Hakim memutus cerai dalam putusan tersebut. Melihat 

dasar pertimbangan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim  tidak sesuai 

dengan apa yang tertera dalam hukum positif maupun hukum Islam. 

Misalnya ada beberapa pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut yang 

tidak selaras dengan amar putusan. Alasan dasar yang menjadi latar belakang 

diputuskannya cerai oleh majelis hakim adalah istri berani kepada suaminya. 

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Undang-undang 

Perkawinan tidak disebutkan bahwasannya alasan berani kepada suami 

merupakan salah satu alasan perceraian. Disana hanya ada keterangan 

perselisihan yang dilakukan secara terus menerus menjadi sebab utama 

terjadinya perceraian. Setelah melalui kajian yang sangat panjang juga tidak 

                                                           
4 Salinan Putusan PA Surabaya nomor: 4403/Pdt.G/2014/PA.Sby, 7-9. 
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ditemukan korelasi dan batasan-batasan hukum didalam KHI maupun 

Undang-Undang Perkawinan yang mengikat dalam permasalahan istri berani 

kepada suami. 

Lain lubuk lain ikannya. Selain hukum positif yang memberikan 

kejelasan terkait konsep berani kepada suami dapat dijadikan alasan 

perceraian oleh Hakim, jika ditinjau dari segi hukum Islam maka hukumnya 

akan berbeda. Perbedaan yang dimaksud ialah bahwa hukum Islam 

memandang perceraian adalah hal yang tabu dan tidak pantas dilakukan. 

Namun, apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan tidak harmonisnya 

hubungan rumah tangga maka perceraian baru bisa berlaku.  

Hukum Islam memandang konsep pernikahan merupakan suatu ikatan 

suci antara laki-laki dan perempuan dengan tujun untuk beribadah kepada 

Allah Swt dan tidak boleh dikotori dengan perbuatan yang dibenci oleh allah 

seperti halnya perceraian. Pasangan suami istri didalam Islam diperbolehkan 

untuk bercerai sedikitnya terdapat tiga alasan yaitu antara lain  

1. Antara suami dan istri sudah tidak dapat hidup rukun dan komunikasi 

diantara keduanya terputus 

2. Ketika salah satu diantara suami istri pindah agama (murtad) 

3. Istri berani kepada suami (nusyuz) 

Menindak lanjuti dari pembahasan ini, peneliti mengambil hepotesa 

awal bahwasannya Hakim dalam memutus cerai ternyata memakai alasan 

pertimbangan berani kepada suami, padahal di dalam KHI maupun Undang-

undang serta dalam hukum Islam belum pernah dijelaskan terkait hal 
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tersebut. Didalam hukum Islam menegaskan bahwa perceraian adalah hal 

yang dimurkai oleh allah sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam 

perceraian dapat terjadi karena adanya alasan pertengkaran atau perselisihan 

secara terus menerus. Begitu juga dalam Undang-undang perkawinan hanya 

dijelaskan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai 

suami istri. 

Terlepas dari hal tersebut, hukum Islam sangatlah tegas dan rinci 

dalam menyikapi segala aspek kehidupan termasuk masalah perceraian dan 

hukum positif adalah sebuah peraturan yang harus dijalankan dan harus 

dipatuhi oleh warga negara indonesia secara keseluruhan. Kenyataanya 

hukum Islam dan hukum positif tidak bisa berjalan secara beriringan. 

Menurut hemat peneliti, Hakim sudah selayaknya menyimpulkan 

bahwa berani kepada suami dapat dijadikan sebagai kategori nusyuz. 

Alasannya adalah sudah pasti istri yang berani kepada suami itu dikatakan 

nusyuz karena ketidak patuhannya istri dalam menjalankan kewajiban-

kewajibannya yang telah ditentukan tersebut.  

Hakim mendefinisikan arti nusyuz sebagai amoral. Di dalam 

Kompilasi Hukum Islam nusyuz bisa dikatakan sebagai sikap tidak patuhnya 

istri terhadap suami atau enggan memenuhi permintaan suami serta tidak 

menjalankan kewajibannya sebagai istri. Namun disini, sikap yang diambil 

oleh majelis hakim terkesan buru-buru dalam mengambil sikap karena 

mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 

1. Terdapat asas peradilan yang berbasis cepat dan biaya ringan 
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2. Tingkat profesionalitas hakim yang berbeda beda. 

3. Kondisi hakim dalam memutus perkara tersebut baik dengan pendekatan 

kemaslahatan pemohon ataupun obyektifitas dari perkara itu sendiri. 

4. Tidak hadirnya tergugat di persidangan lebih dari dua kali. Hal ini 

membuktikan adanya sikap keras kepala dan acuh-taacuh terhadap 

seorang istri.  

5. Analogi Hakim yang didasari atas konsep Undang-Undang maupun 

Kompilasi Hukum Islam. 

Kata berani sebenarnya bukan kata yang sulit untuk dipahami, akan 

tetapi menyimpan makna yang sangat luas. Dalam ranah ini, peneliti 

menganggap bahwa berani kepada suami itu dapat dikatakan nusyuznya istri 

karena bertentangan juga terhadap hak dan kewajiban istri terhadap suami. 

Dalam kajian ini deskripsi berani kepada suami dikategorikan sebagai nusyuz 

karena beberapa alasan: 

1. Dalam pasal 116 KHI dan Undang-undang disebutkan  bahwa terjadinya 

perselisihan secara terus menerus dapat menagkibatkan putusnya 

perkawinan. Kata berani disini mempunyai konotasi dengan kata 

pembangkang atau nusyuz yang diakibatkan oleh perselisihan yang 

terjadi berkepanjangan. 

2. Dalam pasal 116 KHI berlaku alasan perceraian secara umum sedangkan 

istilah nusyuz berlaku secara khusus. 

3. Berani merupakan sebuah perilaku yang menunjukan sikap tidak 

sewajarnya. Hal ini yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya 
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karena sebuah alasan tertentu dan tidak mungkin istri berani kepada 

suaminya jika tidak ada sebab yang menjadi alasannya. 

4. Bukti kuat mengatakan bahwa berani dapat disamakan dengan nusyuz 

atau sama persis dengan nusyuz karena keduanya mempunyai 

konsekuensi hukum yang sama yaitu sama-sama merugikan suami. 

Faktanya istri yang berani kepada suami menyebabkan hak-hak suami 

menjadi tidak terpenuhi, misalkan hak untuk dilayani sebagai seorang 

suami, hak untuk memperoleh kenyamanan hati, hak untuk hidup 

tentram dalam berumah tangga serta hak untuk mendapatkan kasih 

sayang yang seutuhnya. 

5. Berdasarkan firman Allah sebagaimana yang tersurat dalam QS. Annisa: 

34 memerintahkan kepada suami untuk memberikan teguran, peringatan, 

dan arahan-arahan yang mendidik kepada seorang istri yang nusyuz. Jika 

istri yang nusyuz (membangkang) saja mendapatkan peringatan dari 

suaminya, seharusnya istri yang berani kepada suaminya (melakukan 

perlawanan terhadap suami) justru lebih mendapatkan peringatan dan 

arahan secara khusus baik itu berupa pisah ranjang, memukul 

sewajarnya, dan perbuatan lain yang bisa membuat efek jera kepada istri 

yang melakukan nusyuz tersebut.  

Adapun hadis yang menjelaskan tentang kewajiban seorang istri 

sebagai berikut:  

سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبيِْ حازَمٍِ ، عَنْ أَبيِْ هُريَْـرةََ ،  شُعْبَةَ ، عَنْ  أبيِءَدِيّ ، عَنْ  حَدَثناَ ابْنُ : حَدَثنَاَ محَُمَّدُ بْنُ بَشَارٍ 

 }امْرأَتَهَُ إِليَ فِراَشِهِ ، فأَبََتْ أنَْـتَجِيْءَ ، لَعَنَتْهاَ الْملائِكَاةُ حَتَّ تُصْبِحَ  رَّجُلٌ إِذَا دَعاَ ال{: عَنَّ النَّبيَِّ قاَلَ 
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Artinya: “Jika seorang suami mengajak istrinya keatas ranjangnya, tetapi iya 
tidak mematuhinya, maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi” No 
51935. 

Hadis tersebut mengandung makna yang megharuskan seorang istri 

untuk memenuhi ajakan suami dalam hal jima’. Lafaz   َفِراَشِهِ  إِلي  menunjukan 

arti kinayah (kiyasan) dari maksud jima’. Artinya hadis ini mengindikasikan 

bahwa laknat malaikat diberikan kepada istri manakala tidak mau atau 

enggan memenuhi permintaan suami (bersenggama) 

Sedangkan sabda rasulullah “ تُصْبِحَ  حَتَّ  ” menunjukkan etika dalam 

bersenggama terkait kewajiban istri memenuhi ajakan suami pada malam hari 

(bersenggama) hadis ini termasuk golongan hadis marfu yang mana tingkat 

kesohihannya dapat tipertanggung jawabkan. 

Percerain memang seharusnya tidak dilakukan oleh orang Islam. 

meskipun perceraian merupakan hal yang tidak dilarang oleh Allah, akan 

tetapi perceraian tersebut menimbulkan konsekuensi negatif baik bagi agama 

suami istri yang bersangkutan, masa depan anak-anak yang dilahirkannya, 

serta keluarga dari keduanya. Dengan demikian perbuatan istri berani kepada 

suami bisa dikategorikan sebagai nusyuz karena istri meninggalkan 

kewajibannya terhadap suami akan berakibat pada munculnya perselesihan 

antara suami istri dan mayoritas berujung pada perceraian.  

                                                           
5 Kitab Sohih Bukhari No. 5193 
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Dalam Islam perselisihan dan pertengkaran antara suami istri memang 

tidak diatur secara rinci, namun ada ayat al Quran yang mewakili alasan  

perselisihan tersebut yaitu dalam surat An-Nisa ayat 35 : 

                                      

                        

 
Artinya “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, 
Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 
keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan 
perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS An-Nisa :  
35) 
 

Hukum yang berlaku di pengadilan Agama tentu mempunyai dasar-

dasar yang koprehensif didalam menyikapi beberapa perkara hukum. Dalam 

putusan nomor 4403/Pdt.G/2014/PA.Sby terdapat beberapa amar putusan 

yang menyatakan: 

1. Mengabulkan permohonan pemohon (cerai talak). 

2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i 

terhadap termohon. 

3. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek. 

Melihat beberpa putusan Hakim tersebut, terdapat beberapa 

kejanggalan dan kerancauan dalam berfikir oleh majelis Hakim. Beberapa hal 

yang inrasional (tidak masuk akal) terlihat pada:  

1. Jika sikap berani kepada suami tidak dikatakan sebagai nusyuz oleh 

Majelis Hakim maka seharusnya seorang istri yang di cerai talak 
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mendapatkan bagian nafkah baik iddah maupun mut’ah. Sedangkan 

Hakim tidak melakukan yang demikian. 

2. Segala perkara yang diputus secara verstek mengandung konskuensi, 

jika suatu saat istri yang dicerai tidak terima dengan putusan Hakim 

yang menceraikan dirinya maka istri tersebut berhak mengajukan 

gugatan baru. 

3. Kecenderungan Hakim dalam mengatasi masalah-masalah yang sama 

dengan pengalaman pribadi seorang Hakim. Ini mengakibatkan 

adanya unsur subjektifitas dalam menangani perkara. 

4. Majelis Hakim mengalami inkonsistensi dalam ucapan. Hal ini 

terbukti ketika proses wawancara antara penulis dengan narasumber 

(Hakim) berlangsung. Pasalnya ketika diwawancarai, Hakim A 

mengatakan bahwa istri yang nusyuz itu tidak mendapatkan nafkah 

sama sekali sedangkan Hakim B mengatakan bahwa istri yang tidak 

nusyuz itu mendapatkan nafkah idah maupun nafkah mut’ah. Namun 

pada kenyataannya, Hakim menjustifikasi dalam perkara nomor 

4403/Pdt.G/2014/PA.Sby istri tidak dihukumi nusyuz  dan layak 

mendapatkan nafkah. permasalahan yang timbul ialah Hakim tidak 

menyinggung sama sekali tentang nafkah pada amar putusan.  

5. Putusan nomor 4403/Pdt.G/2014/PA.Sby ditengarai adanya sikap 

tergesa-gesa dalam menentukan amar putusan. Faktanya meskipun 

perkara ini diputus dengan verstek, para pihak (pemohon dan 

termohon) kurang mendapat legitimasi keadilan hukum dalam 
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persidangan. Artinya, pemohon sebelum melakukan cerai talak kepada 

istrinya seharusnya Majelis Hakim memeriksa tentang taraf ekonomi 

pemohon dan hal ini harus ada dalam amar putusan. Jika tidak ada, 

amar putusan menjadi kurang lengkap dan bersifat kontradiktif. 

Sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh Majelis Hakim ialah 

memiliki tendensi yang tegas terkait amar putusan, memiliki integritas 

keilmuan yang sesuai dengan kebutuhan para pihak, serta dapat 

menyeimbangkan antara keilmuan dengan fakta-fakta yang terjadi dan 

dialami oleh para pihak. 

Majelis Hakim perlu mengkaji ulang beberapa kali berkas-berkas 

perkara yang masuk dan yang akan dipersidangkan dengan menimbang 

beberapa teori hukum yang relevan untuk kemudian dielaborasi menjadi amar 

putusan yang valid dan mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Kritik terhadap putusan Majelis Hakim ialah bahwasannya istri yang 

berani kepada suami dapat dikatakan nusyuz. Sementara Majelis Hakim yang 

mengatakan istri yang berani kepada suami tidak dapat dikatan nusyuz itu 

kurang tepat. Alasannya sangat logis, yaitu sikap berani yang ditunjukkan 

oleh istri mengindikasikan adanya bantahan, perlawanan dan sikap tidak 

patuhnya istri terhadap kewajiban-kewajibannya serta norma-norma atau 

ketentuan dalam berumah tangga, khususnya mengenai hak dan kewajiban 

seorang istri atas suami. 

 

 




